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RINGKASAN

Nanda Aprilia Putri. Desember 2025. SISTEM PEMBUKTIAN DALAM
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Sistem pembuktian dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) di bidang lingkungan
hidup dikaji dengan menitikberatkan pada pengaturan dan implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karakter sengketa
lingkungan hidup yang bersifat kompleks dan multidisipliner, serta kerap
memerlukan penggunaan data dan temuan ilmiah yang tidak sepenuhnya dapat
dibuktikan melalui alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam hukum acara
Tata Usaha Negara.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini mencakup dua hal, yaitu:
pertama, bagaimana sistem pembuktian dalam perkara Tata Usaha Negara
lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023;
dan kedua, bagaimana kedudukan serta kekuatan hukum alat bukti ilmiah dalam
perkara Tata Usaha Negara lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji pembaruan hukum acara yang diperkenalkan melalui Perma tersebut serta
menganalisis posisi dan daya pembuktian alat bukti ilmiah dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan
meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup,
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peradilan Tata
Usaha Negara, serta doktrin dan literatur hukum yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2023 membawa perluasan terhadap sistem pembuktian dalam perkara Tata Usaha
Negara lingkungan hidup dengan menempatkan alat bukti ilmiah (scientific
evidence) sebagai instrumen penting dalam upaya menemukan kebenaran materiil.
Peraturan ini juga menegaskan kewajiban hakim untuk berperan aktif dalam proses
pembuktian, antara lain melalui pengujian terhadap validitas metode ilmiah,
peranan keterangan ahli, serta penerapan asas kehati-hatian (precautionary
principle) dan prinsip in dubio pro natura ketika menghadapi ketidakpastian ilmiah.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai
prosedur, standar, dan tolok ukur penilaian alat bukti ilmiah dalam Perma Nomor 1
Tahun 2023 masih bersifat umum dan belum dirumuskan secara teknis. Kondisi
tersebut berpotensi menimbulkan kekaburan norma karena Perma Nomor 1 Tahun



2023 belum mengatur standar teknis penilaian bukti ilmiah secara rinci, sehingga
dalam praktiknya sistem pembuktian tetap merujuk pada ketentuan umum UU
Peradilan TUN yang menganut sistem pembuktian bebas terbatas, yaitu minimal
dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Terkait kekuatan hukum, bukti ilmiah
memiliki kedudukan yang sangat penting sepanjang disusun dengan metode yang
reliabel dan disampaikan oleh ahli yang kompeten, namun tidak bersifat
menentukan secara mutlak karena penilaian akhir tetap menjadi kewenangan hakim

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2023 memerlukan
pedoman teknis yang lebih operasional mengenai sistem pembuktian dalam perkara
TUN lingkungan hidup, serta meningkatkan kapasitas hakim mengenai alat bukti
ilmiah yang berperan penting selama bukti memenuhi unsur keabsahan, dapat diuji
keandalannya, serta disampaikan oleh ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan pedoman teknis yang lebih komprehensif
serta peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim agar penerapan sistem
pembuktian ilmiah mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendukung
perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
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ABSTRAK

Kompleksitas sengketa lingkungan hidup yang sarat dengan aspek ilmiah dan teknis
menuntut adanya pembaruan dalam hukum acara, khususnya terkait pengaturan alat
bukti yang digunakan untuk membuktikan terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
mencakup pengaturan sistem pembuktian dalam perkara Tata Usaha Negara
lingkungan hidup sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup serta kekuatan
hukum alat bukti ilmiah dalam perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji pengaturan pembuktian yang berlaku serta menilai posisi alat bukti ilmiah
dalam proses peradilan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi terhadap Perma
No. 1 Tahun 2023, UU Peradilan TUN, serta literatur hukum lingkungan dan
pembuktian yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023
memperluas sistem pembuktian dengan menempatkan bukti ilmiah sebagai
instrumen penting untuk menemukan kebenaran materiil serta mewajibkan hakim
berperan aktif menguji validitas metode ilmiah, meminta keterangan ahli, dan
menerapkan asas kehati-hatian serta prinsip in dubio pro natura ketika terjadi
ketidakpastian ilmiah. Perma Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur standar teknis
sistem pembuktian secara rinci, sehingga berlaku asas lex generalis dengan
ketentuan UU PTUN tetap menjadi rujukan utama yang menganut pembuktian
bebas terbatas, minimal diperlukan dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.
Penelitian ini juga menyimpulkan alat bukti ilmiah memiliki kedudukan sangat
penting sepanjang disusun berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan
oleh ahli yang kompeten, namun kekuatan pembuktiannya tidak bersifat
menentukan secara mutlak karena tetap bergantung pada keyakinan hakim. Oleh
karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci dan peningkatan kapasitas
hakim agar sistem pembuktian lingkungan hidup dapat memberikan kepastian
hukum sekaligus menjamin perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci (keyword): Sistem Pembuktian, Perkara TUN , Perma Nomor 1 Tahun
2023
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